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ABSTRAK

Pendirian kantor cabang svari’ah oleh bank umum  kenvensional
merupakan salah satu upaya untuk pengembangan perbankan svari’ah dalam
rangka memenuhi kebutuhan masvarakat akan jasa pelavanan perbankan syari’ah
vang semakin meningkat. Maka Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank
frdonesia No. 4/1/PBL 2002 tapggal 27 Maret 2002 sebspaimana telah dirubah
dengan Peraturan Bank Indonesia Mo, 83/PBI 2006 tangeal 30 Januad 2006
tentang Perubaban Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank
Umum Yang Melaksanakan Kematan Usaha Berdasarkan Prisip Syari'ah Dan
Fembukzan Kantor Bank ang Melaksanakan Kepiatan Usaha Berdasarkan Prinsip
Svart’ah Oleh Bank Umum Konvensional.,

Skripst i menjewab 3 (liga) pokok permasalahan berkaitan denpan
pendinian kantor cabang syari'ah oleh bank umum  konvensional, vaitu
(1) Bagmmanakah mekamsme dan tata cara pendirian kamor cabange syari'ah oleh
vank umum koovensional (2). Bapaimanakah bentuk hubungan dan tangpung
jawah hukum antara Divisi Usaha Svariah BNI dengan BN Konvensional, serta
(21 Apakah pengaturan mengenai pengelolaan bank syari®sh sudah menerapkan
svart ah [slam secara murmi.

Perlanyaan — pertanyaan tersebut dijawab dengan melakukan penclitian
vang menggunakan metode pendekatan vuridis normatil” dengan maksud watuk
mengkajl dan menganalisa peraturan menpena pembukaan kantor cabang svari’ah
oleh bank umum konvensional.

Pendiman kantor cabang syari'ah olek bank uwmum konvensional harus
dengan izin dan dewan gubernur Bank Indonesia dengan melalui 2 (dua) tahapan,
aniara Jain persetujuan prinsip vaitu persetujuan untuk melakukan |ersiapan
perubahan kematan vsaha, dan kedua izin perubaban kesiatan usaha, s aitu izin
untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip svari'ah, Sebapai salah sato
pank umum konvensional yang membuka kantor cabang syari‘ah Benk BNI
memilik Divisi Usaba Svari’ah Hubungan antara Divisi Usaha Syari ah BN
dengan NI Konvensional secara umum sama sepertt hubunpan BN dengan
Zivigt- divist lain dan unit usaba lain vang ada di BMI MNamun Divisi Usaha
svan'ah diben kewenanpan dalam suatu kerangka otonomi khusus, dimana BN]
svanan belum terpisab secara penuh denpan BNI Konvensiona! baik dari sisi
-gafitas, finansial, kebijaban, dukungan infrastiukiur dan sebapgainva. Didalam
oonzaiuran pengelolaan bank  svan’ah belum  sepenuhova mengakomodasi
cenerzpan syari'ah Islun secara murmi dan konsisten kerena masih terdapat
semampangan lethadap kaedah syart'ah lslam, Penyimpangan vang terjadi anara
2 dan segl sumber permodalan, dan sepn pertanppungjawaban dana nusabah
o2z cabang svari’gh dari bank konvensional, dan dar sepi perangkat likuiditas
= disediakan oleh Bank Indonesia,



BABI

FENDPAHLLUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan  adalah  saleh  satu bidang  wyang  wvital  delam  kehidupan
rerekonomian, Peranan sekior perbankan dapat menenuken perkembangan perekonomian
suatu negare. Dimana <ektor parbankan discbut sebagai “agen of development', vaitu
T sz=tu fakior yang menentukan arah permbangunan negara tersebut’, Oleh karena it lzju

seriumbuhen dan perkembangan sektor perbanken menjadi suate hal vang penting untuk

= dukut dan diperbaiikan.

D nzpara kite Indonesia, sedang teradi suatn fenomens dalam sektor perbankan
v=nz sampai saat inl masih akteal untuk di perbincangkan. Yaitu adanva penerapan

el Banking Svstem™ dalam sistem perbankan Indonesia. Dimana selain menerapkin

===m perbankan konvensional, jupa menerapkan sistem perbankan Svari'zh

winsdanl

islam. Hal im merupakan tindak famjut dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang
“rzsnya dalam hal ini adalah menolak sistem bunga vang merupakan prakiek riba pada
Samh Ronvensional. Keberadaan bank dengan sistem svari’sh di Indonesia mulai herdir
smEs mhun 1991, waine dengan berdidnea Bank Muoamalat Indonesia (BM) Akre

s=moman FIT Baek Muamalat Indonesia dimndatangan pada tanggal | November 1991

=temmmad, 2005, Marapemen Sok Sypard'ah | UPP AMP YEPN, Yooyakarta, hlm 6
} el Byal Asvonio, 2001, Fand Sveedali dorr Teory be Prakoed, CGiema Trsant, Jakacia s 25
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Mamun, mulal beroperast pada tanggal | Mei 1992, Hingea September 1999, Bank
Musmalat Indonesia telah memiliki lebih dari 43 outlet vang tersebar di Jakana,
Sandung, Semarang, Surabaya, Balik Papan, dan Makasar” Sccara formal, lesalisasi
weberadann Bank Syarti’ah dimulai tahun 1992 dengan diberlakukannva Undang-Undang
o 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Hal ind ditegaskan dalam pasal 6 (m) vang berbumnyi

“Menvediakan pembiayaan bag nasabah berdasarkan prinsip bags hasil sesuai dengan
scientuan vang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Undang-Undang Perbankan ini
Znedikan landasan oukun: operasi bank vang berlandaskan svasi’ah. MNamuon hanva
“iemiegonikan sebagai bank denpan sistem bagt hasil, Sedangkan penserian bank buagl
===l itu sendin sesuni dengan ketenduan Pasal 1 avar |} Persluran Pemerintah No 72
“emun 1992 tenang Bank Berdasarkan prinsip bagi hasil maksudnyve adalah bank vana
socrasionainva didasarkan atas bag hasil sapa dan nidak ditkot oleh prinsip operasional

Perubahan terhadap Undang-Undang No.7 Tahun 1992 vang mefahirkan Undang-
- ocenz Noo 10 thun 1998 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), yang sepera
“owun dengan diterbitkanmya sejumlah keteotuan operasional  dalam bentuk Surat
epotusan Direkst Bank Indonesia (SKDBL. Lahimya persturan Perundang- undangsn

== baru tersebut telah memberikan landasan hukum yvang lebih kuat dan kesempatan

== lehih luas bagi pengembangan Perbankan Svari'sh Indonesia. Karena dalam
w=nz -Undang Perbankan vang baru itu telah discbutkan secarn jelas tentang

~=oeradadn Bank Svanah, vakn daiam pesal | angka 3 dan 4. vang tidak lagi disebutkan

=zz) Bank bag hasil, malainken berdasarkan prinsip syari’eh

L-at
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Untuk menindaklanjuti ketentugn vang terdapat dalam Undang-undang perbankan
tzr=ebut, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan vang khusus tenfung bank svari'ah,
vaitz Surat Keputosan Direksi Bank Indonesia Ne32G34/Kep/INr/19%9 Tentang Bank
Umum Berdasarkan Prinsip Bank Svari’ah. Keluarmya SKDBI ini mersjuk pada Undang-
Undang No23 tahun 1999 tenlgng Bank Indonesia yang telah diperbabarol dengan
Undang-Undang No.3 tahun 2004 {selanjutnya disebut Undang-Undang Bank Indonesia)
rzza menugaskan Bank Indonesia untk menviapkan perangkat ketentuan dan fasilitas
senunjang lainnva vang mendukung operasional Bank Svari’ah,

kedua Undang-Undang tersebut selanjuinya memadi dasar hukuwm bagt keberadazan
Tohad Bawbang Svstew” i Indonesia, Dhead Banking Svstem vang dimaksed adalah
sZanva dua sistem perbankan vang dilerapkan, vaitu sistem konvensional dan syari’sh
secara berdampingan dalam membenkan pelayanan jasa perbankan bagl masvarkal,
“ozisanaan sistem tersebut diatur dalam  berbapgar bentuk peraturan  perundang-
mnianogn

Serdasarkan  kelentuan Pasal 52 Surat Kepotusan Direksi Bank Indonesia
o 2D 3 Rep DR 1998, bank umum vang melakukan kegiatan usaba berdasarkan prinsip
==r ah, vaitu dengan tiga cara, antara lain |

Membuka Kantor Cabang Svan'sh dengan mendirikan kantor perlenghapan dan
sumber dava manusia vang semuanya bani.
“engubah kegiatan usaha kantor cabang vang kegiatan usaha secara konvensional

—enjadi Kantor Cabang Syar"ah

worzmerad Dhombkana, 2002, Naukven Perbanfan of Indewsesi, BT Ciire Aditya Bakai, Randung, him.
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o Meningkatkan status dan mengubah kematan wsaha kantor di bawah cabang yang
melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi Kantor Cabang Svari’gh.

Dengan adanya kelentuan diatas, maka membuoka peluang bagi bank vang
seroperast berdasarkan prinsip konvensional untuk membuka Kantor Cabang Syari’ah
=zupun Uit Usaha Syari’ah. Tentunva dengan persyaratan, melarang pada percampuran
=odz] kena dan skuntansimya.

Munculnva keinginan dan Bank Umum Konvensional untuk membuka Kantor
—zhang Syart'ab alaw Unil Ussha Svari'ah selain kepada peluang pasar vang ada, juga
- Zorong oleh suatu faktor batvws Bank yang beroperast dengan prinsip syari’sh memiliki
czungzulan, vailu dapat bertahan di tengah gejolak krisis moneter pada 1ahun 1997,
Sercasarkan Peraturan Perundang-undangan, peluang pasar dan keongoulan vano
—likn bank dengan prinsip syarigh, maka banvak bank konvensional yang membuka
samior Cabang Syan'ah dan Uinit Usaha Svariah.

Ualam pendinan kantor Cabang Svani'sh oleh Bank Konvensional tersebut, tentu
=z memimbulkan suatu akibat-akibat hokum yang baru, sema menunjuk kepada
ser=uran-peraturan yany khusus mengaturnva. Hal mi dikarenakan penerapan-penerapan
o omnsip atzu sistem vang berbeda pada suatu bank. Berdasarkan pada hal tersebut,
s penulis tertarik uniuk menjadikan sehagad topik pembahssan dalam karva tulis
sermertuk skripsi vang di beri joudul
AxFER HURUM PENDIRIAN KANTOR CABANG SYARI'AH OLEH BANK

%0 RONVENSIONAL DALAM PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARDAH

D5 INDONESIA



BAR III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAITASAN

3.1 Mekanisme dan Tata Carsg Fembukaan Kantor Cabaog Syari‘ash oleh
Bank Umum Konvensionsl.

Bank yang beroperasi secara konvensional dapat membuke kentor
cabang wang beroperasi secarn syari'al.  Ketenluan ini ercanturn  dalars
Peramiran Bank [ndonesia Mo 470PBI 2002 tangeal 27 Marer 2002, Dalam
peraturan int ada heberapa ketentuan vang diatur, diantaranya -

I. Bank yang skin melakukan kegatan usahe berdasarkan prinsip syari’al
wajih membentuk unit kerja dikantor Puset Bank,

2. Unit usaha svari’ah adalah wni kerje i kantor pusat Bank yang
berfungsi sebagei Kantor induk dan Kantor Cabang Syan‘ah dan atau

Limt avan’ah yang mempunyvai tuges

g Mengatur dan mengawasi selurub kegiatan kantor eabang syari'ah

dan atau unir svan ' ah

b. Menempatkan dan menpelols dame vang bersumber dan kantor

cabang svan gh dan atau umt syan‘ah

€ Menerima dan menatusshakan laporan keuangan dari kantor cabang

svan i&h dan atan unit svart'ah

d. Melakukan kematan lain sebagai kanor induk dan kantor cabang

avan &h dam atau wnit svari'ah

tak
'

Pada Uling Usaha Swvan’ah wapith ditempatken Dewan Pengawas Svard’sh

vatryr telah disetupin oleh Dewan Svar'ah Nasiomal.



BAR IV

PENLITUP

a1 Wesimpulan

Dari pembahasan svane teleh divraiken dalam sknpst ini make dapat

diamii Kesimpulan sebagni berikut,

I

I-3

Pembukaan kantor cabang syari’ah oleh bank wnoem konvensional awal
meaunjuk kepada ketentuwn vany terdapat pada PBI No, 4 4 1/ PBI 2002
vang diperbaharui desgen PEL No, 832000 temang perubahan kegiatan
usaha  bank  umun konvensional  menjadi bank  umom oy
meiaksanakan  kegiatan  usahe  berdasarkan prinsip svari'ah dan
pembskaan kantor Bank vanyg meliksanzken hegiatan wsaha berdasarkon
prinsip svan ‘g olel bask wmum konvensional, vaite harus dengan ixn
dan Dewan Lubernur Bank Indonesiz desgin melelui 2 tahap vait -
g Perselujusn prinsip. vaiiu persetnjuan uniuk melakukan persigpan
pertbahan kematan usalia, dan
bo Fan perubihan kegitan osshe. veiu fein untek melakukan
kegiatan usaha berdusurkan prinsip svan'ah serelal persinpen
persetujuan prinsip ssicsa: dilakukan
BNl Syant'ah tidak terfepas dan induk BNI konvensional karenz BN
syan‘ah belun terpisah secara penh denpan BN kosvensional baik dari
sisi legalitas, finensial, kebijakan, dukunpan infra strukter  dan
sebagainya. Hubungan sntara BNI Svan’ah dengan BN Konvensional

secars umnim sana dengan hubungsn denpan Divisi — divisi dan it -

B3



unit usaha lmn vang ada di BNL Tetapi pada BNI Svari'ah i
delegusikan kewenmmgmin — Lewenangan Khusus vang tidak ada pads
divisi dan unit esaha lam mefalu sualy Kerengka otonomi khusus BN
Syari’ah. fadi sccara hukum BN| Eonvensional bertangpuny jawsb
penuh terhadup BNT Sviriah dar begieo juga sebalikova bpik dan sep
finansial, kebijakan, legalitas dan sebagainya karena masih herada pada
satu buacien hukwm
3. Dalam pengarusan pengelolan bawk  svari’ah belum sepenuhnvg
menerapkan syari‘ah 1skun secars momi den konsekven, Lerena masih
lerdapat heberaps penvin pangzan dalarm peratuwran fersebut, amisrd lan |
EDan sem sumber permodalan cabang syari ah dan bank
konvensicital vang masih baasal dai hank konvensicned
inditknya
2) Dari sem pertanggung jawaban dana mhek kelipa/nasabah pada
cabang svar"ah dan bank wmum konvensiona
F) D sem perangkar lkoidias vang disediakan LUt mengatast
kesulitaz likmditas,
4.2 Saran
L Unwk  mengasasi pemyimpangan-penyimpangan  dard penganus
pengelolaan bank syari’ah maka diperlukan peranghal peratwran bary
vang menutup celab bam terjadinva penvimpangan teriuedap svin'ah
Isiam
2. Untuk kepastizn hoboum vang lebih kuat dan jelas diperlukan undang-

undang terpisah vang mengatur tentang kegiatan perbankan svari'ah



agar tidak terjadi wmpeng Hindih dengan atran pecbanken konvensional
dimana dalam Dwed Barking Systemr banmvak terdapal produk bank

koavensione! vang disyar"ahkan.
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